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Muh. Afham Aminy, B 11109115, Tinjauan Viktimologis Terhadap 
Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Pencurian Ban Mobil Di Kota 
Makassar Tahun 2012-2013), di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar 
selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan 
korban dalam terjadinya kejahatan pencurian ban mobil dan menganalisis 
upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah 
terjadinya kejahatan pencurian ban mobil Di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Polsek Tamalanrea 
Makassar, dengan melakukan wawancara langsung dengan Kasatreskrim 
yang menangani kasus kejahatan pencurian ban mobil. Disamping itu peneliti 
juga melakukan studi kepustakaan dengan menelaah literatur-literatur, buku-
buku, internet, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian 
data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
  Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa : peranan korban 
dalam terjadinya delik pencurian yaitu kelalaian, pola hidup mewah, 
hubungan pertemanan. Upaya-upaya penanggulangan yaitu tindakan 
preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polsek Tamalanrea dengan 
melakukan patroli di jam-jam dan tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya 
tindak pidana pencurian ban mobil. Usaha preventif lainnya adalah dengan 
penyuluhan hukum dan melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui 
berbagai media baik itu visual ataupun cetak dalam bentuk iklan layanan 
sosial ataupun himbauan yang terpasang diberbagai ruas jalan. Tindakan 
preventif tersebut melalui sosialisasi atau penyuluhan sudah dapat 
memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk lebih waspada 
dikarenakan setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi korban tindak 
pidana dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap 
perbuatan tindak pidana mempunyai sanksi tegas kepada setiap pelakunya. 
Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai atau 
efektif lagi untuk mengatasi suatu tindak pidana yakni dengan dengan 
menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana 
pencurian ban mobil, menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan 
pembagunan di segala bidang dengan tujuan pokok untuk memberikan 
kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyatnya. Hal 
ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan 
berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 
Masyarakat dikatakan sejahtera apabila perekonomian meningkat dan 
keamanan yang harmonis. 
Pembangunan merupakan implementasi kehendak rakyat, yang 
berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, secara 
terencana dan terarah, sehingga pada gilirannya pembangunan dalam 
berbagai dimensi tidak berdiri sendiri tetapi memiliki korelasi antara berbagai 
upaya pembangunan yang memiliki keterkaitan, dalam menjalankan amanah 
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, 
dapat dilaksanakan menuju masyarakat yang adil dan makmur. 
Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang 
mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada 




berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi 
masyarakat yang tidak teratur. Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima 
dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. 
Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan 
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim 
yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak 
konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi 
ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya 
sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan 
kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan 
keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat. 
Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang 
dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari 
tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan 
masyarakat hukum madani (civil society) merupakan tatanan hidup 
masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi 
dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan 
hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. 
Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang 
bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, 
sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka 




ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan 
manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung 
membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan 
dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara 
modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. 
Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan 
hukum. 
Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering 
dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu 
tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu 
yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Dari beberapa pengamatan 
terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan 
(rentan) terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari, sehingga 
hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat 
cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan 
peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam 
ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang 
pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di 
dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga 
dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat 
tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian 
yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk 




Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat menganggu 
kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat 
menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak 
mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah 
masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat 
di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini 
dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan 
lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu 
dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat 
hukum. 
Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan perubahan yang 
dikenal dengan tuntutan reformasi termasuk tuntutan hidup, dalam 
perjalanan dan prosesnya terjadi suatu ketimpangan atau pelanggaran yang 
dilakukan oleh sebagian masyarakat. Salah satu diantaranya adalah 
pencurian, objek dan modus pencurian pun semakin bervariasi, misalnya 
pencurian ban mobil yang marak terjadi di Kota Makassar. 
Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan dari banyaknya 
bentuk kejahatan yang di berikan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. 
Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, 
tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis 
kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada 




menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas. Pencurian 
akan terjadi akibat kecemburuan social. Pencurian merupakan tindakan yang 
disengaja oleh beberapa pihak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. 
Bentuk pokok delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pada umumnya 
kejahatan pencurian dapat dilatar belakangi beberapa faktor seperti 
kurangnya lapanagan kerja, adanya kesempatan, faktor persaingan bisnis, 
serta kurangnya keamanan sehingga adanya kesempatan, terutama faktor 
ekonomi. 
Salah satu bentuk kriminalitas yang paling meresahkan masyarakat 
adalah pencurian. Betapa tidak, kriminalitas bentuk ini apabila ditinjau dari 
segi kuantitasnya, merupakan kriminalitas yang paling sering kita jumpai. Bila 
ditinjau dari segi kualitas pencurian pun telah mengalami peningkatan 
kualitas. Hal ini bisa dilihat dari modus-modus yang dilakukan oleh para 
pencuri semakin bervariasi. Pencurian seakan-akan mengikuti 
perkembangan zaman dan teknologi. Para pelakunya pun lihai dalam 
memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini. Namun masih ada para 
pelaku pencurian yang masih menggunakan modus-modus konvensional 
untuk melancarkan aksinya. 
Beberapa waktu terakhir kita sering mendengar pemberitaan di media 
tentang pencurian ban mobil khususnya di Kota Makassar. Fenomena ini 




Makassar banyak masyarakat yang memiliki kendaraan yang lebih dan tidak 
sesuai dengan kebutuhannya. 
Hal ini apabila tidak dikawal oleh aturan hukum yang ketat, maka akan 
menimbulkan persoalan yang baru. Salah satu persoalan yang muncul 
disamping persoalan yang lain adalah maraknya kasus pencurian ban mobil 
hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat di kota-kota besar 
memiliki kendaraan yang melebihi kapasitas garasi atau tempat 
penyimpanan mobil, maka dari itu kendaraannya di parkir di luar pekarangan 
rumah. Kendaraan yang di parkir di luar pekarangan rumah akan memicu 
para pelaku untuk melaksanakan aksinya, mengingat kasus yang terjadi 
umumnya terjadi pada malam hari. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
skripsi dengan judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan 
Pencurian” (Studi Kasus Pencurian Ban Mobil Di Kota Makassar Tahun 
2012 - 2013) 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan satu bagian penting didalam sebuah 
penelitaian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan 
penelitian untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang 
diterapkan, maka berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam 




1. Bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan pencurian ban 
mobil di Kota Makassar Tahun 2012-2013 ? 
2. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya pencurian ban 
mobil di Kota Makassar Tahun 2012-2013 ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya kejahatan 
pencurian ban mobil di Kota Makassar Tahun 2012-2013. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan  oleh 
aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan 
pencurian ban mobil di Kota Makassar Tahun 2012-2013. 
 
D. Manfaat Penelitian 
    Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan yaitu : 
1. Manfaat secara teoritis 
Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia 
akademis khususnya dalam ilmu hukum pidana. Selain itu dapat juga 
dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang 
dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di indonesia. 




perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi 
mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh 
tentang masalah ini. 
 
2. Manfaat secara praktis 
Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang 
kasus-kasus delik pencurian ban mobil yang marak terjadi di kota-kota 
besar. Selain itu juga bermanfaat sebagai pedoman dan masukan yang 
baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam 
menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak 

















1. Sejarah Viktimologi 
Secara ilmiah karya Hans Von Hentig dalam Jurnal Kriminologi yang 
berjudul “remarks on the interaction of perpetrator and victim” (1941) 
merupakan langkah pertama yang memaparkan analisa yang menyentuh 
mengenai hubungan interaksi antara pelaku (yang menjadi objek kajian 
kriminologi) dan korban (yang menjadi objek kajian viktimologi). (Rena 
Yulia, 2010:35) 
Pada tahun 1949, Von Hentig dalam tulisannya “the criminal and his 
victim” lebih memfokuskan kepada korban kejahatan. Hubungan antara 
pelaku dan korban (victim-offender relationship) dipelajari tidak saja dari 
aspek penderitaan korban, akan tetapi juga mengkaji bagaimana korban 
sering pula memicu dan mengakibatkan terjadinya kejahatan. (Rena 
Yulia, 2010:35) 
Selanjutnya pada tahun 1947, Benjamin Mendelshon 
memperkenalkan nama victimology dan pada tahun 1956 istilah tersebut 
diperkenalkan kembali dalam tulisannya yang berjudul “revue 





Perjalanan panjang untuk menghasilkan suatu prinsip-prinsip dasar 
tentang perlindungan korban terwujud pada kongres Milan, Italia pada 
tanggal 26 Agustus – 6 September 1985 dengan nama Congress on the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang menghasilkan 
beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan 
kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh PBB pada tanggal 11 
Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan Declaration of 
Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power. 
(Rena Yulia, 2010:36-37) 
2. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan 
logos yang berati ilmu. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu 
studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan 
akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia 
suatu kenyataan social. (Rena Yulia, 2010;43) 
Viktimologi merupakan suatu kajian ilmiah/studi yang mempelajari 
suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang 
merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat 
perlunya suatu pemahaman (Rena Yulia, 2010:43), yaitu: 
a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional. 
b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara 




c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur 
struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan-penderitaan mental, fisik, dan social. Viktimologi mencoba 
memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan 
mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-
akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan 
pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. 
(Rena Yulia, 2010:44) 
Menurut ahli hukum yang mengutip pendapat Schafer (Romli 
Atmasasmita, 1992:7) dinyatakan, “perkembangan perhatian terhadap 
korban atau victim telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian 
terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran 
dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan victimology”. 
Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan Arif Gosita (2009:77) 
bahwa “masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, 
hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan”. 
Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang 
tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami 
berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase : 
Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban 




viktimology”. Sementara itu fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji 
masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada 
fase ini disebut sebagai “general viktimology”. Fase ketiga, viktimologi 
sudah berkembang lebih luas, yaitu mengkaji permasalahan korban 
karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada 
fase ini dikatakan sebagai “new viktimology”. 
3. Ruang Lingkup Viktimologi 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan 
korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan 
korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem 
peradilan pidana. (Rena Yulia, 2010:45) 
Menurut J.E. Sahepaty (1995:25), ruang lingkup viktimologi meliputi 
bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh 
suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah 
kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain 
dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 
Kemudian Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom (2006:43) menyatakan 
viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban 
pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, 
rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan 
pidana. Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic 
mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena 




korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam 
diluar kemauan manusia (out of man’s will). Pada tahap perkembangan 
ini pula, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas 
dan kompleks. Persepsinya tidak hanya jumlah korban (orang), namun 
juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. 
Kejahatan yang mengakibatkan korban sebagai objek kajian 
viktimologi semakin luas setelah Kongres PBB Kelima di Geneva tahun 
1975, Kongres Keenam Tahun 1980 di Caracas, yang meminta perhatian 
bahwa korban kejahatan dalam cakupan viktimologi bukan hanya 
kejahatan konvensional seperti pemerasan, pencurian, penganiayaan, 
dan lainnya, tetapi juga kejahatan inkonvensional, seperti terorisme, 
pembajakan, dan kejahatan kerah putih. Sedangkan dalam Kongres PBB 
Ketujuh Tahun 1985, menghasilkan kesepakatan untuk memerhatikan 
kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap atau dipandang 
membahayakan seperti economic crime, environmental offences, illegal 
trafficking in drugs, terrorism, apartheid, dan industrial crime. (Rena 
Yulia, 2010:46) 
Dengan dekian objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi 
menurut Arif Gosita (2009:329) adalah sebagai berikut : 
a. Berbagai macam viktimisasikriminal atau kriminalitas. 
b. Teori-teori etiologi viktimisasi criminal. 
c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu 
viktimisasi criminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, 
pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, 
dan sebagainya. 
d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal : argumentasi kegiatan-kegiatan 




represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum 
yang berkaitan. 
e. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
 
4. Manfaat Viktimologi 
Dengan demikian manfaat yang dapat diperoleh dari suatu ilmu 
pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat baik 
sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk 
dipelajari dan dikembangkan. Hal ini yang sama akan dirasakan pula 
pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, 
diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. (Rena Yulia, 2010:37) 
Arif Gosita (2009:330) menguaraikan beberapa manfaat yang 
diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut : 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. 
Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, 
etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha 
yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan 
menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai 
kehidupan dan penghidupan. 
b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengeri lebih baik 
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan 
penderitaan fisik, mental, dan social. Tujuannya tidaklah untuk 
menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa 
penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta 
hubungannya denga pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini 
sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai 
macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan 
kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung 
dalam eksistensi suatu viktimisasi. 
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahuai mengenai 





d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga 
akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat siosial 
pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi  
ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat 
menyalahgunakan jabatan dalam pemerintah untuk keuntungan 
sendiri. 
e. Viktimologi memberikan dasar pemekiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan 
reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. 
 
Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama 
dalam mempelajari manfaat studi korban (Rena Yulia, 2010:39), yaitu: 
a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban 
dan perlindungan hukum 
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan para korban dalam 
suatu tindak pidana 
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban. 
 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai 
dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. 
Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan 
permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi sebagai satu proporsi 
yang sebenarnya secara dimensional. (Rena Yulia, 2010:39) 
Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya 
memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang 
selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan 
korban. (Rena Yulia, 2010:40) 
 
B. Korban 




Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 
2010:5) bahwa Victim atau korban adalah “orang yang telah mendapat 
penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau 
mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud 
“orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban 
dari pelanggaran atau tindak pidana. 
Selaras dengan pendapat diatas adalah (Arif Gosita, 1989:75) 
menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah: 
“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan 
orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini 
menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) 
dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban. 
 
Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang 
dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 
pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah: 
1.      Setiap orang, 
2.      Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
3.      Kerugian ekonomi, 
4.      Akibat tindak pidana. 
Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang 




banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, 
pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan (Arif Gosita, 
1989:75-76) bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta 
maupun pemerintah”. 
Lebih luas dijabarkan (Abdussalam, 2010:6-7) mengenai korban 
perseorangan, institusi, pemerintah, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa 
dan negara sebagai berikut : 
1. Korban peseorangan adalah setiap orang sebagai indibidu 
mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun 
nonmateriil. 
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami 
penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya 
menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari 
kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana 
alam. 
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam 
yang ada didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-
tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua 
jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya 
sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang 
telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran 
yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan 
perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang 
tidak bertanggung jawab. 
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat 
yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih 
pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, 
hak ekonomi, hak social, hak budaya tidak lebih baik setiap 
tahun. 
 
Selain yang telah disebut diatas itu, kiranya untuk korban 
institusi, masyarakat, bangsa dan negara dikaitkan  
maraknya kejahatan baik kualitas maupun kauantitas dapat 




1. Dalam perkara korupsi dapat menjadi korban kerugian 
keuangan negara dan perekonomian negara, kualitas 
kehidupan, rusaknya infrastruktur dan sebagainya. 
2. Dalam tindak pidana terorisme, dapat mengalami korban 
jiwa masyarakat, keresahan masyarakat, kerusakan 
infrastruktur, terusiknya ketenangan, kerugian materiil, 
dan immaterial lainnya. 
3. Dalam tindak pidana narkotika, dapat menjadi korban 
rusaknya generasi muda, menurunnya kualitas hidup 
masyarakat dan sebagainya. 
4. Dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup, 
pembabatan hutan dan illegal loging, dapat 
menyebabkan rusaknya lingkungan, tanah tandus, 
banjir, longsor, serta merusak infrastruktur dan 
penderitaan rakyat yang berkepanjangan. 
 
Berbagai pengertian korban banyak di kemukakan baik oleh ahli maupun 
bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai 
korban kejahatan, sebagian diantaranya sebagai berikut : 
a. Arif Gosita 
Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah 
dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari 
kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. 
b. Ralp de Sola 
Korban (victim) adalah “….person who has injured mental or 
physical suffering, loss of property or death resulting from an 
actual or attempted criminal by another…” 
c. Cohen 
Mengungkapkan bahwa korban (victim) adalah “whose pain 
and suffering have been neglected by the state while it spends 
immense resources to hunt down and punish the offender who 
responsible for that pain suffering“. 
d. Z. P Zeparovic 
Korban (victim) adalah “…the person who are threatened, 
injured or destroyed by an actor or mission of another (mean, 
structure, organization, or institution) and consequently a victim 
would be anyone who has suffered from or been threatened by 
a punishable act (not only criminal act but also another 
punishable acts as misdemeanors, economic offense, non 
fulfillment of work duties) or an accident. Suffering may be 





e. Muladi  
Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual 
maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian 
fisik atau mental, emosional, okonomi, gangguan substansial 
terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan 
atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing 
negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 
Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, 
dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya 
perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita 
akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan 
kerugian/penderitaan bagi dir/kelompoknya, bahkan, lebih luas 
lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan 
langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami 
kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya 





2. Tipologi Korban 
Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan, (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006:49) 
menyebutkan beberapa tipologi korban, sebagai berikut : 
a. Nonparticipating victims adalah mereka yang menyangkal / menolak 
kejahatan aatau penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam 
penanggulangan kejahatan. 
b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. 
c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau 
pemicu kejahatan. 
d. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari memiliki 
perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban. 
e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatan 
yang dibuatnya sendiri. 
 
Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka 
Stephen Schafer (Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2006:50) 




a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si 
pelaku menjadi korban karena memang potensial. Aspek tanggung 
jawab sepenuhnya berada dipihak korban. Misalnya dalam kasus 
kecelakaan pesawat dimana tanggung jawab sepenuhnya berada di 
pelaku. 
b. Propocative victims adalah  merupakan seseorang yang secara aktif 
mendorong dirinya menjdai korban, misalnya pada kasus 
perselingkuhan, dimana korban juag sebagai jadi pelaku . 
c. Participating victims adalah seseorang yang tidak akan berbuat akan 
tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 
Misalnya seseorang akan mengambil uang dalam jumlah besar di 
bank tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas pelastik 
sehingga mendorong orang untuk merampasnya. 
d. Biologically weak victims adalah mereka yang secara fisik memiliki 
kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. Misalnya wanita, 
anak, dan usia lanjut. 
e. Social weak victims adalah mereka yang memiliki kedudukan social 
yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. Misalnya 
gelandangan. 
f. Self victimizing victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
kejahatan yang dilakukannya sendiri. Misalnya obat bius, aborsi, dan 
judi. 
g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. 
Pengelompokkan korban menurut Sellin dan Wolfgang (Dikdik M. Arief 
Mansur dan Elisatris Gultom, 2006:50) dibedakan, sebagai berikut : 
a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu atau perorangan. 
b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan 
hukum. 
c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 
d. Non victimization, yaitu korban yang dapat diketahui 
 
 
3. Hak dan Kewajiban 
Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban 
mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak 
tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 
tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan 




a. Memperoleh perlidungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksisan yang akan, sedang atau telah diberikannya. 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan 
dan dukungan keamanan. 
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan 
d. Mendapat penerjemah 
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat 
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus 
g. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 
h. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan 
i. Mendapat identitas baru 
j. Mendapat tempat kediaman baru 
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan  
l. Memperoleh nasihat 
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu perlindunagn berakhir. 
Keseimbangan dari hak yang melekat terdapat kewajiban-kewajiban 
yang harus ditunaikan oleg korban (Arief Gosita, 1989:87), yaitu sebagai 
berikut : 
a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan 




b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan dan 
korban lebih banyak lagi 
c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri 
maupun oleh orang lain 
d. Ikut serta membina perbuatan korban 
e. Besedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi 
korban lagi 
f. Tidak menuntuk konpensasi yang tidak sesuai dengan 
kemampuan pembuat korban 
g. Member kesempatan pada pembuat korban untuk member 
konpensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan 
(mencicil bertahap/imbalan jasa) 




1. Pengertian Kejahatan 
Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu 
perbuatan atau tingkah laku yang sangat di tentang oleh masyarakat dan 
paling tidak disuka oleh rakyat. 
Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau 




perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, 
dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia (Soedjono D,1977:30). 
Sedangkan di dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu 
diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP. 
Menurut A. S. Alam (2010:16) definisi kejahatan dapat dilihat dari dua 
sudut pandang yaitu : 
a. Kejahatan dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point 
of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap 
tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di 
dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai 
perbuatan yang bukan kejahatan. 
Sutherland (A.S Alam, 2010:16) berpendapat bahwa Criminal 
behavior is behavior in violation of the criminal law No matter what 
the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it 
is crime unless it is prohibited by the criminal law. Contoh konkrit 
dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan 
diri. Dilihat dari sudut pandang hukum, perbuatan wanita ini 
tersebut bukan suatu kejahatan karena perbuatan melacurkan diri 
tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. 
Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari 
sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, 




hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang 
berlaku. 
b. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang 
ini adalah : setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang 
masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seorang muslim 
meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu 
merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat 
islam dan namun dari sudut pandang hukum bukan lah kejahatan. 
Adapun pendapat dari para ahli mengenai pengertian kejahatan, sebagai 
berikut : 
1. Menurut Bonger (Santoso-Achjani,2002:2) 
Menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang 
secara sadar mendapat reaksi dari Negara berupa pemberian 
derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan 
hukum (legal definition) mengenai kejahatan. 
2. Menurut J.E Sahetapy (1995:23) 
Perkataan kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau 
tindakan yang tercela oleh masyarakat. Misalnya pembunuhan, 
pemerkosaan, pencurian, pemalsuan surat-surat, penyerobotan 
oleh manusia. 
3. Menurut Arif Gosita (2004:117) 
Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya 
interelasi antara fenomena yang ada dan saling mepengaruhi. 
Dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang 
Hukum Pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan 
penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, 
tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena 
situasi dan kondisi tertentu. 
4. Menurut Ensiklopedia Kriminologie dari Vernon C. Barnham dan 
Samuel B. Kutash menyatakan bahwa pengertian kejahatan dapat 
dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: 
 The Legal View (Pandangan secara yuridis), Kejahatan 
adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan 




oleh Undang-undang. Pandangan ini lahir dari suatu teori 
yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat 
adalah mahluk yang mempunyai kehendak bebas. 
 The Socio Criminoligic View (Pandangan dari sudut 
sosiologis-kriminologis) Kejahatan adalah suatu perbuatan 
yang menunjukkan gejala-gejala tentang sesuatu yang 
mendalam, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk 
menemukan atau mendapatkan situasi-situasi tertentu yang 
dapat diterima dengan baik oleh masyarakat 
lingkungannya. 
 
Menurut Van Bemmelen (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 
2006:56) kejahatan adalah tiap melakukan yang tidak bersifat susila dan 
merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu 
masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan 
menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan 
sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. 
Sekalipun perumusan kajahatan sangat beragam namun pada intinya 
memiliki kesamaan unsur, dengan mengacau pada pendapat Kimball (Dikdik 
M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006:56), unsur-unsur (elemen) 
kejahatan itu adalah : 
a. An actor 
b. With a guilty mind (mens rea) 
c. Who cause 
d. Harm 
e. In particular way or setting, and 
f. A lawmaker who has decreed that these circumstansces 
expose the actor to imposition of fine, imprisonment, or death 
as a penalty. 
 
2. Teori-teori Penyebab Kejahatan 
Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah dilanjutkan oleh 




sampai dewasa ini masih belum juga ada suatu jawaban penyelesaian yang 
memuaskan. 
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik 
dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, 
sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab 
kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab 
membawa resiko yang lebih besar. 
Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, ada dua faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan : 
a) Faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis 
(umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan 
faktor psikologis (agresivitas, kecerobohan dan 
keterasingan). 
b) Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat 
dan waktu. 
Adapun teori-teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis, dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu  (A. S. Alam, 2010:45) 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau stain (ketegangan) 
2. Cultural deviance (penyimpangan budaya) 
3. Social control (control social) 
Teori anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada 
kekuatan-kekuatan social (social forces) yang menyebabkan orang 




tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie 
beranggapan bahwa saluruhh anggota masyarakat mengikuti seperangkat 
nila-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yaitu adanya 
anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. 
Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah 
(illegitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, 
bidang usaha maju, dan lain-lain. 
1. Teori-teori anomie 
a. Emile Durkheim 
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah 
dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam 
usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan 
satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kapada struktur 
dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. 
 Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan 
manusia tidak terletak pada si individu, tetapi terletak pada 
kelompok dan organisasi social. Dalam konteks inilah 
Durkheim memperkenalkan istilah anomie sebagai hancurnya 
keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan 
dan nilai-nilai. 
 Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai 
kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan 




sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan menyimpang dalam 
pergaulan masyarakat. 
b. Robert Merton 
Konsepsi Merton tentang anomie agak berbeda dengan 
konsepsi Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut 
Merton, tidak diciptakan oleh sudden social structure (struktur 
sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk 
semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk 
mencapainya. Menekankan pentingnya dua unsur di setiap 
masyarakat, yaitu : 
1) Cultural aspiration atau cultural goals yang diyakini 
berharga untuk diperjuangkan. 
2) Institutionalized means atau accepted ways untuk 
mencapai tujuan itu. 
 Dalam masyarakat menurut pandangan Merton telah 
melembaga suatu cita-cita (goals) untuk mengejar sukses 
semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta 
kekayaan yang dimilki seseorang. 
2. Teori-teori penyimpangan budaya (cultural deviance theories) 
 Teori penyimpangan budaya memfokuskan perhatian kepada 
kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan 
orang melakukan aktivitas kriminal. Cultural deviance theories 




khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem 
nilai kelas bawah yang menentukan tingakh laku di daerah-
daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum 
masyarakat. 
Tiga teori utama dari cultural deviance theories, adalah : 
a. Social disorganization 
b. Differential association 
c. Cultural conflict 
 Social disorganization theory memfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang 
berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang 
disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan 
imigrasi, dan urbanisasi. 
 Differential association theory yang dicetus oleh Sutherland 
bermakna bahwa pendekatan individu mengenai seseorang 
dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-
pengalamannya tumbuh menjadi penjahat dan bahwa ada 
individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar 
melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini 
disebabkan karena dorongan posesif mengungguli dorongan 





 Cultural conflict theory, menjelaskan keadaan masyarakat 
dengan cirri-ciri yaitu kurangnya ketetapan dalam pergaulan 
hidup, sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai 
daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling 
bertentengan. Sellin membedakan antara konflik primer dan 
konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari 
dua budaya bertentangan (clash). Konflik sekunder terjadi jika 
suatu budaya berkembang menjadi budaya yang beerbeda-
beda. 
3. Teori kontrol sosial (control social theory) 
 Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif 
yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. 
Sementara itu, pengertian kontrol sosial merujuk pada 
pembahsan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan 
variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur 
keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Travsi Hirschi 
telah memberika suatu gambaran yang jelas mengenai konsep 
social bonds (ikatan sosial). Hirschi berpendapat bahwa 
seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau 
peyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya dan menegaskan 
bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh 




lembaga lainnya. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa social 
bonds meliputi empat unsur yaitu : 
a.  Attachment (keterikatan) adalah keterikatan seseorang pada 
orang tua, sekolah, atau lembaga lainnya yang dapat 
mencegah atau menghambat yang bersangkutan 
melakukan kejahatan. 
b.  Involvement (keterlibatan) bahwa frekuensi kegiatan positif 
(belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing) dan lain-
lain. Cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat 
dalam kejahatan. 
c.  Commitment (pendirian kuat yang positif) bahwa sebagai 
suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain 
dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan 
dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan 
cita-citanya. 
d.  Belief (pandangan nilai moral yang tinggi) merupakan unsur 
nilai yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-
norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini 
menyebabkan seseorang merasakan adanya kewajiban 
moral untuk menaatinya. 
 
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah masalah social yang dihadapi oleh masyarakat di 
seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakekatnya merupakan produk 
dari masyarakat sendiri. Norman hukum pada umumnya dirumuskan dalam 
undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk 
menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 
Menurut A. S. Alam (2010:79) Penanggulangan kejahatan terdiri atas 
tiga bagian pokok, yaitu : 
1. Pre-Emtif 
Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak kepolisisan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penganggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkann nilai/norma-
norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi 




melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan 
hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam 
upaya pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang 
tindakannya berupa penegak hukum dengan menjatuhkan 
hukuman. 
 
Peran pemerintah begitu luas dalam penanggulangan 
kejahatan, maka kunci dan strategis dalam penanggulangan 
kejahatan meliputi, ketimpangan social, diskriminasi nasional, 
standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebodohan 
diantara golongan besar penduduk. Bahwa upaya 
penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus 
merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. 
 
 Menurut Hoefnagels (Arif, 1991:2) upaya penanggulangan kejahatan 
dapat ditempuh dengan cara : 
a)    Criminal application : (penerapan hukum pidana) 
Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman 
maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun 
putusannya. 
b)    Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 
Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada 
pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung 
memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun 





c)  Influencing views of society on crime and punishment (mas 
media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai 
kejahatan dan pemidanaan lewat mas media). 
Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan 




D. Pengertian, Jenis-Jenis, dan Unsur-Unsur Pencurian 
1. Pengertian Pencurian 
Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara 
tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Seseorang 
dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang diatur dalam pasal tindak 
pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah yang 
dikatakan mecuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang 
milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana ketentuan dalam 
KUHP yang menjurus pada pasal 362 Bahwa Barangsiapa menagambil 
barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan 
hukum, maka diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda 
Sembilan ratus rupiah, dari ketentuan ini yang terdapat dalam KUHP, 
merupakan pencurian dalam bentuk pokok, karena semua unsur-unsur dari 
kejahatan pencurian ini dirumuskan.  secara detail dan tegas, baik dari 
ancaman pidana pokoknya maupun ancaman dari pidana ringannya . 
2. Jenis-Jenis Pencurian 
Kejahatan terhadap harta benda diatur dalam Buku II KUHP dan 
khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 sampai 




Pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang 
pencurian tersebut, dan terdapat lima kualifikasi pencurian sebagai berikut : 
a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana) 
b. Pencurian berat (Pasal 363 KUHPidana) 
c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana) 
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) 
e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 
KUHPidana) 
f. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana) 
 
Jenis-jenis Delik Pencurian Dalam Pasal-Perpasal : 
a. Pasal 362 
Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling 
banyak enam puluh rupiah. 
b. Pasal 363 
(1)    Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
a)    Ke-1. Pencurian Ternak; 
b)    Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, 





c)    Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekaragan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 
orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki 
oleh orang berhak; 
d)    Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu. 
e)    Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, 
dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian 
jabatan palsu; 
(2)    Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai 
dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana 
penjara paling lama Sembilan tahun. 
c. Pasal 364 
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, dan Pasal 363 
ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 
ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah  atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang 
yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai 
karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan 





d. Pasal 365 
(1)    Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan 
tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap 
atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap 
tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang 
dicurinya. 
(2)    Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun : 
a)    Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di 
jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yamg sedang 
berjalan; 
b)    Ke-2. Jika perbuatan dilakukan dengan dua orang atau 
lebih dengan bersekutu; 
c)    Ke-3. Jika masuknya di tempat melakukan kejahatan, 
dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak 
kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; 
d)    Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
(3)    Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan 




(4)    Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, 
jika perbuatan mengakibatkan  luka berat atau mati dan 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pula 
disertai oleh salah satu hal yang diternagkan dalam nomor 1 
dan 3.  
e. Pasal 366 
Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang 
diterangkan dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 dapat 
dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1-4. 
f. Pasal 367 
(1)    Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan 
dalam bab ini adalah suami istri dari orang yang terkena 
kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpish 
harta kekayaan, amak terhadap pembuat atau pembantu itu, 
tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. 
(2)    Jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan tempat 
tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga 
sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis 
menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya 





(3)    Jika menurut lembaga matrichal, kekuasaan bapak 
dilakukan oleh orangl lain dari pada bapak kandungnya, maka 
aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu. 
 
3. Unsur-Unsur Pencurian 
Pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 Bahwa pencurian yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ketentuan ini tidak 
mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh 
dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan 
pencurian ada kerjasama. 
Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak perlu ada lagi persetujuan dari para 
pelaku tersebut. 
Delik Pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana yang sudah diatur 
dalam Pasal 362 KUHP, yang dimana terdiri atas unsur-unsur sebagai 
berikut: 
1)    Barangsiapa; 
2)    Mengambil; 
3)    Seusatu Barang; 
4)    Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain; 
5)    Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. 
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan Delik 
Pencurian, maka orang tersebut haruslah terlebih dahulu terbukti 




sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP. 
1)    Barangsiapa. Seperti yang telah diketahui, unsur pertama dari 
Delik Pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, apabila ia 
memenuhi unsur yang telah disebutkan dalam rumusan Delik 
Pencurian ini, jadi telah terbukti bersalah dan telah melakukan 
Delik Pencurian, maka dapat diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya 
Sembilan ratus rupiah. 
2)    Mengambil. Unsur yang kedua ini dari Delik Pencurian yang 
diatur dalam Pasal 362 KUHP (wegnemen) atau mengambil. Perlu 
kita ketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang maupun 
dalam pembentukan Undang-Undang tidak terdapat penjelasan 
tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan 
menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri 
mempunyai dua arti yaitu sebagai berikut: 
a)    Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula 
berada; 
b)    Mengambil suatu benda dari penguasan ornag lain. 
Perbuatan mengambil ini telah selesai, jika barang berada pada 
pelaku, sekalipun ia kemudian berusaha melepaskan karena 
diketahui tetap dikategorikan telah melakukan Delik Pencurian 





3)    Sesuatu Barang. Sesuatu Barang adalah segala sesuatu yang 
berwujud dan bernilai ekonomis misalnya, Barang, Kalung, Uang, 
dan Baju. Serta termasuk pula sesuatu barang yang non ekonomis 
seperti karcis kereta api yang telah terpakai.  
4)    Kepunyaan Orang Lain. Barang adalah sebagai objek 
Pencurian yang merupakan kepunyaan atau milik orang lain 
walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian  
meskipun barang yang dicuri ini merupakan sebagian lainnya 
adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut bisa 
dituntut karena sudah termasuk Rumusan Delik Pencurian 
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 362 KUHP. 
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat 
menjadi objek Delik Pencurian  hanyalah benda-benda yang ada 
pemiliknya, sedangkan Barang yang tidak ada pemiliknya tidak 
dapat dijadikan sebagai objek Delik Pencurian, misalnya binatag 
yang hidup dialam liar dan barang-barang yang sudah dibuang 
oleh pemiliknya. 
5)    Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum. Unsur 
melawan hukum sangat berkaitang erat dengan unsur menguasai 
untuk dirinya sendiri, unsur ini akan memberikan tanda-tanda 
untuk menguasai barang milik orang lain hinggah akhirnya dapat 
menjadi perbuatan yang dapat dipidana.Memiliki secara melawan 




perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya 
dengan cara menipu atau memalsukan surat kuasa dan 
sebagainya. 
Berdasarkan unsur-unsur Delik Pencurian diatas, apabila dalam 
suatu perkara Tindak Pidana Pencurian atau Delik Pencurian 
unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan 
sidang Pengadilan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan 
putusan bebas kepada terdakwa.  
Oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan perlu 
kecermatan dan ketelitian khusunya bagi penyidik, jaksa penuntut 
umum dalam menerapkan unsur-unsur tersebut. 
Setelah unsur-unsur Pasal 362 KUHP diketahui maka untuk 
melihat dan menelaah lebih jauh perbuatan seperti apa yang 
sebenarnya yang dilarang dan diancam dalam Pasal 362 KUHP, 
maka akan dilihat makna dari unsur-unsur  tersebut, patut kiranya 
dikemukakan bahwa ciri khas Delik Pencurian adalah mengambil 
Barang yang selurunhnya milik orang lain atau sebagian milik 
orang untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. 
 
E. Pengertian Mobil 
Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, 
beroda empat atau lebih, biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk 




mengangkut orang sakit, korban kecelakaan dan sebagainya, mobil dinas 
adalah milik isntansi dan digunakan untuk keperluan melaksanakan 
pekerjaan instansi atau perusaan itu sendiri. 
Mobil (kependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa Yunani 'autos' 
(sendiri) dan Latin 'movére' (bergerak)) adalah kendaraan beroda empat atau 
lebih yang membawa mesin sendiri. Jenis mobil termasuk bus, van, truk. 























A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Polsek Tamalanrea Makassar, Rumah 
Tahanan Negara Klas 1 Makassar, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 
Makassar. Selain itu Penulis juga melakukan penelitian dengan berkunjung 
ke beberapa rumah yang menjadi korban pencurian ban mobil. 
Penulis berharap akan memperoleh data yang valid dan akurat, sehingga 
objektivitas penelitian ini bisa dijamin. Pertimbangan penulis untuk memilih 
lokasi-lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan tujuan penulisan 
skripsi, yaitu untuk meneliti faktor penyebab terjadinya pencurian ban mobil 
dan bagaimana upaya penanggulangannya. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Data Primer 
Data primer adalah jenis data yang diperoleh melalui wawancara 
dan penelitian secara langsung dengan korban pencurian ban 
mobil dan aparat kepolisian. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui 




bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal-jurnal 
ilmiah, artikel, buku-buku, Koran-koran, dokumensi-dokumentasi, 
instansi terkait, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
 
           Sumber data yang diperoleh didapat dari : 
1. Penelitian kepustakaan (Library Research) 
Library Research atau penelitian pustaka sumber data yang 
diperoleh dengan menelaah berbagai buku, Koran, majalah, jurnal, 
karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Penelitian lapangan (Field Research) 
Field Research atau penelitian lapangan adalah sumber data yang 
diperoleh dari hasil pengamatan secara sistematis terhadap 
fenomena yang diselidiki. 
  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu : 
1. Membaca buku kepustakaan 
Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang 








Penulis  dengan cara melakukan wawancara langsung dengan 
dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan 
dengan penelitian ini yakni dalam hal ini korban pencurian ban 
mobil, aparat penegak hukum. 
3. Metode Pencatatan 
Metode ini merupakan cara mengumpulkan data dengan 
mengadakan pencatatan-pencatatan yang di ambil dari dokumen-
dokumen, buku laporan dan buku catatan lainnya yang ada 
hubungannya dengan materi skripsi yang ditulis. 
 
D. Analisis Data 
 Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis 
berdasarkan rumusan maslah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan 
sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk 
memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. 
 Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya 
memberikan gambaran jelas dan konkrit dan selanjutnya data tersebut 
disajikan deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 









A. Peranan Korban Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ban Mobil di 
Kota Makassar.  
1. Perkembangan dan Penanganan Tindak pidana pencurian Ban 
Mobil pada tahun 2012-2013 di kota Makassar 
Dalam era modernisasi sekarang ini mobilitas masyarakat akan 
semakin maju dan berkembang dimana kondisi tersebut mau tidak mau 
akan diikuti oleh jumlah kebutuhan masyarakat yang meningkat pula. 
Keadaan tersebut secara otomatis akan mempengaruhi kondisi 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pola pikir dan pola hidup 
tersebut tidak jarang mengarah ke hal negative dan berpikir instan, 
sehingga menimbulkan berbagai modus kejahatan. Salah satu contoh 
kejahatan yang merupakan masalah sosial yang nyata untuk dihadapi, 
yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan 
masyarakat adalah kejahatan pencurian ban. 
Faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan tentunya tak luput dari 
peranan korban itu sendiri. Wujud peranan korban itu dapat berupa 
tindakan yang disengaja maupun  tidak disengaja mengundang para 
pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan mengundang ini 
dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku situasi dan kondisi 




Dalam persoalan yang penulis teliti tentang tindak pidana pencurian 
ban mobil adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi 
dikehidupan masyarakat manapun, tidak terkecuali di Kota Makassar 
dengan peliknya persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.  
Tindak pidana pencurian ban mobil memberikan hasil yang cukup 
ekonomis bagi para pelaku kejahatannya, sedangkan korban mengalami 
kerugian yang tidak sedikit. Untuk tahun 2012-2013 di Kota Makassar, 
tindak pidana ini mengalami indikasi peningkatan dari tahun sebelumnya.  
Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah penulis dari Polsek 
Tamalanrea Makassar, maka menunjukkan beberapa hasil yang 
didasarkan pada laporan masuk yang diterima oleh Polsek Tamalanrea. 
Untuk menggambarkan jumlah tindak pidana pencurian ban mobil 
tersebut, penulis rangkum dalam tabel berikut ini : 
Tabel 1 
Jumlah Tindak Pidana Pencurian Ban Mobil Yang dilaporkan di Wilayah 
Hukum Polsek Tamalanrea Makassar tahun 2012-2013 
No. Tahun Jumlah Kasus Presentase 
1 2012 25 46,94 % 
2 sampai September 2013 33 53,05% 
Jumlah 58    100%  




 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 tindak 
pidana pencurian ban mobil mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 
Pada tahun 2012 tercatat 25 kasus atau dengan presentase 46,94%, 
sedangkan pada tahun 2013 mencapai 33 kasus atau dengan presentase 
53,05%. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kenaikan 6,11% dengan 
total keseluruhan jumlah kasus dari dua tahun terakhir ini mencapai 58 
kasus. 
 Dari data diatas dapat dilihat bahwa begitu maraknya tindak pidana 
pencurian ban mobil yang kemudian menjadi keresahan masyarakat 
khususnya kota Makassar. Adapun data yang penulis peroleh kemudian dari 
Polsek Tamalanrea dalam hal penanganannya, yang penulis gambarkan dari 
table dibawah ini: 
 Tabel 2 
Jumlah Tindak Pidana Pencurian Ban Mobil Yang di tindak lanjuti 
Polsek Tamalanrea Makassar Tahun 2012-2013 
 









Jumlah 47 100% 




Melalui data yang penulis peroleh diatas dapat disimpulkan bahwa 
penanganan kasus pencurian ban mobil mengalami penurunan 
dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 jumlah kasus yang 
ditangani berjumlah 20 kasus sedangkan pada tahun 2013 berjumlah 27 
kasus.  
Melalui data-data diatas menunjukkan ketidak seimbangan jumlah 
kasus dan penanganan Dalam hal ini jumlah laporan masuk berbanding 
terbalik dengan jumlah penanganan kasus yang dilakukan.. Jumlah kasus 
yang dilaporkan mengalami peningkatan dari tahun 2012 sedangkan 
penanganan kasus menurun dari tahun 2012 sampai 2013 yang ditangani 
Polsek Tamalanrea Makassar. 
2. Peranan korban dalam terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ban 
Mobil di Kota Makassar 
Dari sudut victimologi korban juga berperan dalam tindak pidana 
pencurian, walaupun korban disini pasif namun memiliki andil dalam 
terjadinya tindak pidana tersebut. Pada umumnya hubungan korban 
dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat 
kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang 
melakukan kejahatan.  
 Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun 
faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban yang tidak 




bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya 
bahwa peran korban di sini diartikan sebagai keadaan korban yang 
memberikan peluang atau dapat saja korban memberi kesempatan agar 
pelaku dapat melaksanakan niatnya untuk melakukan tindak pencurian..  
Berdasarkan analisis data yang penulis peroleh, faktanya korban 
dalam tindak pencurian ban mobil disini sebagian besar merupakan 
korban yang murni atau senyatanya. Korban di sini dalam posisi pasif, 
tidak menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Pihak 
pelaku yang menghendaki penuh kejahatannya dan korban yang menjadi 
sasaran atau tujuan kejahatan tersebut.  
Menurut Mendelsohn, derajat kesalahan korban yaitu : 
 Yang sama sekali tidak bersalah 
 Yang jadi korban karena kelalaiannya 
 Yang sama salahnya dengan pelaku 
 Yang lebih bersalah dari pada pelaku 
 Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah 
(dikutip G.Widiartana, Victimologi, Perspektif Korban dalam 
Penanggulangan Kejahatan. Atmajaya. Yogyakarta: 2009. hal. 22.) 
Ditinjau dari segi pelaku, berdasarkan hasil wawancara tertanggal 
27 september 2013, AIBDA Nazaruddin selaku penyidik dan Kepala 
Urusan Administrasi Polsek Tamalanrea Makassar mengemukakan 
mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak 





- Faktor ekonomi 
Faktor yang paling mempengaruhi penyebab terjadinya pencurian ban 
adalah faktor ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemampuan 
ekonomi dari para pelaku yang masih rendah sedangkan kebutuhan 
hidup semakin banyak dipenuhi. Tekanan seperti inilah yang 
menyebabkan pelaku melakukan pencurian demi memenuhi 
kebutuhan hidup. 
- Faktor lingkungan / faktor sosiologi 
Lingkungan menjadi faktor pendorong kedua seorang pelaku 
melakukan delik pencurian ban mobil. Pengaruh lingkungan tempat 
tinggal yang sebagian besar orang-orangnya berperilaku menyimpang 
akan berperan penting mempengaruhi tingkah laku seseorang. Hal ini 
terpaparkan dengan adanya alasan ajakan dari teman-teman untuk 
melakukan kejahatan. Lingkungan ternyata cukup berpengaruh 
terhadap pembentukan karakter seseorang. 
- Faktor Kesempatan untuk mewujudkan suatu delik. 
Faktor kesempatan ini memang sangat jarang terjadi di masyarakat, 
namun dengan adanya kelalaian dari pihak korban dapat 
menimbulkan peluang terhadap orang lain untuk mewujudkan tindak 
kejahatan khususnya pencurian. meskipun tak ada niat namun jika 





Dengan meninjau kembali faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya delik pencurian ban yang marak terjadi, sangatlah nampak 
salah satu faktor yang berperan adalah faktor kesempatan untuk 
mewujudkan suatu delik. Hal ini disebabkan karena adanya kelalaian 
korban itu sendiri untuk menyimpan / mengamankan barang pribadi 
miliknya. Akan tepapi, menentukan peranan korban dalam hal delik 
kejahatan pencurian ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan 
konsentrasi aparat kepolisian dan masyarakat tertuju pada pelaku 
kejahatan saja. 
Berdasarkan hasil responden yang diperoleh dari lapangan tentang 
peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian ban mobil di 
wilayah polsek Tamalanrea, terdapat dua faktor pemicu terjadinya delik 
seperti yang dituangkan dalam tabel dibawah ini: 
Tabel 3 
Peranan korban dalam mewujudkan delik pencurian ban 
Wilayah Hukum Polsek Tamalanrea Makassar Tahun 2012-2013 














 Sumber: Polsek Tamalanrea Makassar 27 September 2013 
  Faktor kelalaian menempati urutan paling teratas menjadi penyebab 
utama dalam terjadinya tindak pidana pencurian ban mobil di Kota Makassar. 
kelalaian korban dapat menciptakan kesempatan kepada pelaku untuk 
melakukan tindak pidana pencurian. Dalam hal tersebut sama saja 
mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap harta benda 
miliknya.  
 Untuk mengetahui peranan korban lebih lanjut, penulis melakukan 
wawancara dengan korban yang bernama lia septiani (19 Tahun-
Mahasiswa). Lia adalah korban pencurian akibat kelalaiannya sendiri. 
Karena terlalu capek dan merasa sudah ingin tidur maka korban tidak 
memarkir mobilnya dihalaman rumahnya, melainkan membiarkannya berada 
terparkir didepan pagar rumahnya. Lia beranggapan bahwa daerah sekitar 
rumahnya aman sehingga tidak akan menimbulkan tindak pidana pencurian, 
walaupun pada saat malam itu keadaan daerah sekitar rumah lia sangat sepi 
dan tidak ada seorangpun yang terlihat. 
 Dalam kasus diatas, korban lia septiani berperan secara pasif. 
Perannya adalah ketidakwaspadaannya terhadap peluang terjadinya 
kejahatan di depan rumahnya. Kelengahan korban terlihat dari tidak 
memarkir mobilnya kedalam halaman rumah ataupun garasi, dan juga 




yang melihat situasi untuk menjalankan niatnya melakukan kejahatan 
pencurian. 
 Dilihat dari Viktimologi, yang diungkapkan oleh Sellin dan Wolfgang, 
korban Lia Septiani merupakan jenis korban berupa primary victimization. 
Karena korban merupakan korban individu, disini korban Lia Septiani 
menjadi satu-satunya korban yang timbul dari akibat perbuatan tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan ditinjau dari perspektif 
pertanggung jawaban korban itu sendiri maka Korban Lia Septiani termasuk 
kedalam tipe korban yaitu participating vitims. Hal ini karena perbuatan 
korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
 Faktor yang kedua adalah adanya hubungan pertemanan. Alasan 
adanya hubungan pertemanan sering menimbulkan kelengahan bagi korban 
disebabkan adanya rasa percaya yang tinggi terhadap hubungan tersebut. 
Sering kali korban tidak menyadari bahwa rasa percaya yang tinggi dapat 
menempatkan dirinya menjadi korban dari kejahatan. 
Hal ini diuangkapkan oleh salah seorang korban bernama Ryan 
Setiawan (22 tahun) lewat wawancara tertanggal 30 September 2013. Ryan 
pernah kehilangan 2 ban mobil cadangannya yang selalu ia letakkan 
dibagian bagasi mobilnya. Saat kehilangan pertama, Ryan tidak melaporkan 
kepada kepolisian namun mendiamkan begitu saja. Suatu waktu kali kedua 
ban mobil cadangannya hilang kembali, hal ini sangat meresahkan Ryan 




Setelah kasus tersebut diselidik tidak lain adalah teman korban sendiri. 
Kasus ini menunjukkan bahwa adanya hubungan pertemanan bahkan 
keluarga sekalipun tidak menjamin seseorang menjadi aman dari adanya 
suatu tindak pidana  pencurian ataupun tindak pidana lainnya. 
 Faktor ke tiga adalah pola hidup mewah. Terkadang tanpa 
masyarakat sadari polah hidup merah merupakan salah satu faktor 
terwujudnya delik pencurian. Reallitanya dalam sebuah keluarga memiliki 
kendaraan pribadi khususnya mobil lebih dari satu tanpa memikirkan tempat 
untuk memarkir. Tak jarang mereka pun memakir di luar halaman rumah 
sehingga hal ini mengundang terwujudnya suatu delik pencurian ban mobil. 
 
B. Upaya Penanggulangan Aparat Penegak Hukum Untuk Mencegah 
Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ban Mobil Di Kota Makassar 
Dalam penegakan hukum pidana, polisi merupakan pihak yang 
paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan, 
melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan 
situasi terkendali.  
Untuk melaksanakan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di 
wilayah hukum Polsek Tamalanrea Makassar, Aibda Nazaruddin 
menegaskan bahwa ia dan segenap aparat kepolisian dalam mengurangi 
dan mencegah tindak pidana pencurian berupaya melakukan tindakan 




Tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polsek 
Tamalanrea yaitu dengan melakukan patroli di jam-jam dan tempat-
tempat yang rawan untuk terjadinya tindak pidana pencurian ban mobil. 
Jam-jam rawan yang dimaksud oleh Aibda Nazaruddin yakni subuh atau 
dini hari atau sekitar pukul 01.00-06.00 WITA. Adapun tempat-tempat 
rawan yang sering dijadikan incaran oleh para pelaku tindak pidana 
pencurian ban mobil ialah Komp. Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea, 
BTP, BTN Hamsi dan Perumahan-perumahan lainnya biasanya 
dilakukan di subuh hari. Usaha preventif lainnya adalah dengan 
melakukan tanya jawab dengan warga sekitar dalam hal melakukan 
penyuluhan hukum dan melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui 
berbagai media baik itu visual ataupun cetak dalam bentuk iklan layanan 
sosial ataupun himbauan yang terpasang diberbagai ruas jalan.  
Tindakan preventif tersebut yang dikemukakan oleh Aibda 
Nazaruddin, menurutnya sudah memberikan upaya efektif dalam 
pencegahan tindak pidana pencurian. Melalui sosialisasi atau 
penyuluhan sudah dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat 
untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang mempunyai potensi untuk 
menjadi korban tindak pidana dan memberikan pemahaman kepada 
masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana mempunyai sanksi 
tegas kepada setiap pelakunya. 
Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Polsek 




yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. 
Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai 
atau efektif lagi untuk mengatasi suatu tindak pidana.  yakni dengan 
dengan menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak 
pidana pencurian ban mobil, menangkap pelaku dan memberikan 
tindakan tegas jikalau pelaku berusaha melarikan diri akan ditembak di 
tempat. Penindakan tegas ini sangatlah dibutuhkan, karena para pelaku 
tindak kejahatan saat ini sangat lihai dalam melarikan diri dari kejaran 
aparat kepolisian. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas 
terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai 
dengan rasa keadilan didalam masyarakat dan kepastian hukum. 
Kemudian menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan 
perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang 
hasil curian, dan untuk barang yang berhasil ditemukan kembali, akan 
segera dikembalikan kepada pemilik sebelumnya, kemudian melakukan 
penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak 
akan meneruskannya ke pengadilan.  
Aibda Nazaruddin juga menambahkan bahwa sulitnya untuk 
menangkap pelaku, dan berpindah-pindah tempat serta modus pelaku 
yang semakin canggih membuat para pihak kepolisian kewalahan dalam 
menangani kasus ini. Terlebih lagi kurangnya personil dan juga sarana 




Tamalanrea Makassar memberikan rasa nyaman dan aman sesuai 





Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh maka penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Korban dalam tindak pidana pencurian ban mobil memilki peran pasif 
namun mempunyai andil yang fungisional dalam terjadinya tindak 
pidana.  Peranan korban kebanyakan adalah sikap kelalaian korban 
dalam memarkir kesadarannya dan tidak memperhitungkan keadaan 
sepi disekitar yang dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk 
melakukan tindak pidana. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak 
pidana pencurian kendaraan bermotor terdiri dari dua bentuk yakni 
upaya preventif dan upaya reprensif. Dalam bentuk upaya preventif  
antara lain dengan melakukan patroli di jam-jam dan tempat-tempat yang 
rawan untuk terjadinya tindak pidana pencurian, dengan melakukan 
tanya jawab dengan warga sekitar dalam hal melakukan penyuluhan 




visual ataupun cetak dalam bentuk iklan layanan sosial ataupun 
himbauan yang terpasang diberbagai ruas jalan. Sedangkan dalam 
bentuk upaya represif  yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan pihak 
kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi antara lain dengan 
menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana 
pencurian ban mobil, menangkap pelaku dan memberikan tindakan 
tegas jikalau pelaku berusaha melarikan diri, kemudian memberikan 
sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna 
memberikan efek jera. 
B. Saran 
1. Untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat 
khususnya kejahatan pencurian ban mobil, penulis berharap agar 
masyarakat turut berpartisipasi dalam mencegah terwujudnya suatu 
delik, misalnya lebih memperhatikan setiap kendaraan pribadi yang 
dimiliki khususnya mobil agar tidak memarkir di luar pagar rumah. 
Selain itu masyarakat sangat diharapkan untuk mengadakan kegiatan 
ronda malam, memasang portal disetiap kompleks, jika perlu 
memasang CCTV demi keamanan bersama. 
2. Diharapkan agar kepada aparat penegak hukum kiranya 
meningkatkan berbagai upaya demi menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat, misalnya tidak henti-hentinya mengadakan 
patroli keliling, mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, 




media baik itu visual ataupun cetak dalam bentuk iklan layanan sosial 
ataupun himbauan yang terpasang diberbagai ruas jalan. 
3. Hendaknya para penegak hukum lebih memperhatikan hak para 
korban. 
